BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Peran KPAID dalam Perlindungan Anak

KPAID Kabupaten Cirebon memiliki peran yang sangat penting dalam
upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam aksi
demonstrasi. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap
pelaksanaan perlindungan anak di tingkat daerah, KPAID bertugas memastikan
bahwa hak-hak anak tetap terpenuhi serta terlindungi dari berbagai bentuk tindakan
yang dapat merugikan perkembangan fisik maupun psikologis anak. Dalam konteks
keterlibatan anak dalam demonstrasi, KPAID berperan aktif dalam melakukan
pengawasan terhadap potensi pelibatan anak dalam kegiatan aksi massa yang
berisiko tinggi.

Selain itu, KPAID juga melakukan berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi
kepada masyarakat, khususnya kepada pihak sekolah, orang tua, dan lingkungan
sekitar anak mengenai pentingnya perlindungan anak serta risiko yang dapat timbul
apabila anak dilibatkan dalam kegiatan demonstrasi. Edukasi ini bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa anak merupakan individu yang masih
berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan sehingga memerlukan
perlindungan khusus dari berbagai situasi yang dapat membahayakan keselamatan
maupun kesejahteraannya. KPAID juga berperan sebagai lembaga yang menerima
pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran hak anak serta melakukan tindak
lanjut terhadap laporan tersebut agar permasalahan yang terjadi dapat segera
ditangani secara tepat.

2. Bentuk Tindakan KPAID

Dalam menjalankan fungsinya, KPAID Kabupaten Cirebon melakukan
berbagai bentuk tindakan sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang terlibat
dalam aksi demonstrasi. Salah satu bentuk tindakan yang dilakukan adalah
memberikan pendampingan kepada anak yang terlibat dalam kegiatan demonstrasi,

terutama apabila anak tersebut berhadapan dengan proses hukum. Pendampingan
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ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak mendapatkan perlakuan yang sesuai
dengan prinsip-prinsip perlindungan anak serta tidak mengalami perlakuan yang
dapat merugikan perkembangan mental maupun psikologisnya.

Selain pendampingan, KPAID juga melakukan koordinasi dengan berbagai
pihak terkait, seperti aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga
pendidikan, serta orang tua anak. Koordinasi tersebut dilakukan untuk menciptakan
sinergi dalam upaya memberikan perlindungan yang optimal terhadap anak.
KPAID juga memberikan pembinaan kepada anak serta keluarga agar anak tidak
kembali terlibat dalam kegiatan yang berpotensi membahayakan dirinya. Melalui
berbagai bentuk tindakan tersebut, KPAID berupaya memastikan bahwa hak-hak
anak tetap terpenuhi serta terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

. Efektivitas Peran KPAID

Berdasarkan hasil penelitian, peran KPAID dalam menangani anak yang
terlibat dalam aksi demonstrasi di Kabupaten Cirebon dapat dikatakan cukup
efektif, terutama dalam hal upaya pencegahan serta pendampingan terhadap anak.
Berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh KPAID kepada
masyarakat, sekolah, dan orang tua telah memberikan kontribusi dalam
meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan anak dari berbagai risiko
yang dapat timbul akibat keterlibatan dalam aksi massa.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala
yang dihadapi oleh KPAID. Salah satu kendala yang cukup signifikan adalah masih
rendahnya kesadaran sebagian masyarakat mengenai pentingnya perlindungan
anak, sehingga masih terdapat anak yang dilibatkan dalam kegiatan demonstrasi
tanpa mempertimbangkan dampak yang dapat ditimbulkan. Selain itu, kurangnya
pengawasan dari orang tua serta keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas
yang dimiliki oleh KPAID juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas
pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kerja
sama yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, sekolah, serta keluarga dalam
upaya memberikan perlindungan yang optimal kepada anak.
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4. Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak, setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan
dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, serta perlakuan yang
dapat membahayakan keselamatan dan perkembangan dirinya. Undang-undang
tersebut menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang
tua memiliki tanggung jawab bersama dalam memberikan perlindungan terhadap
anak.

Keterlibatan anak dalam aksi demonstrasi dapat menimbulkan berbagai
risiko, baik dari segi keselamatan fisik maupun kondisi psikologis anak. Situasi
demonstrasi yang melibatkan massa dalam jumlah besar seringkali berpotensi
menimbulkan kericuhan, tekanan psikologis, maupun tindakan kekerasan yang
dapat berdampak negatif terhadap anak. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan
dalam undang-undang tersebut, anak seharusnya mendapatkan perlindungan dari
keterlibatan dalam kegiatan yang berpotensi membahayakan dirinya.

Dengan demikian, keberadaan KPAID sebagai lembaga pengawas
perlindungan anak di tingkat daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam
memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi. Melalui berbagai upaya
pengawasan, edukasi, pendampingan, serta koordinasi dengan berbagai pihak
terkait, KPAID diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih optimal
terhadap anak serta mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak di

masyarakat.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai
berikut:
1. Saran Praktis
Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon perlu meningkatkan koordinasi
dengan KPAID, aparat keamanan, dan lembaga pendidikan dalam mencegah
keterlibatan anak dalam aksi demonstrasi, serta memastikan adanya langkah-
langkah perlindungan yang cepat dan responsif apabila anak terlanjur terlibat.
2. Saran Teoretis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan kajian
hukum perlindungan anak, khususnya dalam konteks keterlibatan anak dalam
kegiatan politik dan demonstrasi, serta mendorong lahirnya penelitian lanjutan
yang lebih mendalam mengenai peran lembaga perlindungan anak di tingkat
daerah.
3. Saran Rekomendatif
Perlu adanya perumusan kebijakan daerah yang lebih tegas dan berkeadilan
terkait larangan dan pencegahan pelibatan anak dalam aksi demonstrasi, disertai
penguatan peran KPAID melalui dukungan regulasi, anggaran, dan sumber daya

manusia guna menjamin perlindungan hak anak secara berkelanjutan.
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Kanit PPA Polresta Cirebon.

95



Foto Tampak Depan kantor KPAID.
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